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PENDAHULUAN

Intervensi atas persoalan pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan. Intervensi yang paling signifikan yaitu program/kebijakan dana desa. Akan tetapi dampak positif dari adanya kebijakan dana desa ini untuk mengatasi persoalan mendasar yang dihadapi desa tidak sepenuhnya tercapai. 
Kondisi desa dan perekonomian masyarakat cenderung stagnan. Pencapaian kemajuan yang mereka tunjukkan berbanding terbalik dengan jumlah nominal dana desa yang diterima sejak kebijakan tersebut diadakan. Wilayah  diperbatasan negara ini seperti tak kunjung mampu untuk maju, mandiri dan sejahtera dengan memberdayakan semua potensi alamiah mereka walaupun sudah ada  stimulan tersebut. 
Kabupaten Bengkayang adalah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Barat yang menyimpan banyak potensi sumberdaya alam sekaligus persoalan sosial pemerintahan terutama keterbatasan kompetensi aparatur pemerintahan.  Persoalan ini sudah banyak dilakukan terobosan untuk menguranginya namun sampai sekarang cenderung tidak beranjak dari titik bawah dalam indeks pembangunan manusia di Provinsi ini 
 hasil akhir dari semua kebijakan tersebut cenderung masih jauh panggang dari api dalam arti nilai dan esensinya bagi desa belum sepenuhnya tercapai sebagaimana harapan.  Padahal ada tantangan besar jika dikaitkan dengan reinventing government dari David Osborne yaitu desa harus dapat, harus bisa dan harus menghasilkan sesuatu sebagai benefit dari adanya kebijakan ini. 
Ada stigma sampai saat ini dimana SDM aparatur pemerintahan desa sering  dianggap sebagai titik terlemah timbulnya permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa.  Padahal kelemahan dan permasalahan tersebut jika dicermati seksama tidak semata-mata dominan ada di aparatur desa. Kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah kabupaten dan aparatur pemerintah kecamatan juga memiliki andil yang besar sehingga  segala kelemahan dan permasalahan ini terjadi. 
Terpenuhinya kewenangan pemerintahan di level kabupaten dan kecamatan dimaksud yaitu adanya kecukupan dukungan Personil (kualitas dan kuantitas SDM aparatur), adanya dukungan Peralatan (sarpras dan IT), ketersediaan Pembiayaan (anggaran) dan adanya support Dokumen-tasi (regulasi) yang  mengatur kewenangan tersebut. Terpenuhinya dan terkendalinya kewenangan pemerintahan ini berkontribusi langsung pada proses pembangunan dan kualitas pelayanan publik di desa dan juga mempengaruhi secara nyata kinerja birokrasi pemerintah daerah, kecamatan dan pemerintahan desa. 
Setelah lebih dari tujuh tahun kebijakan ini berjalan dimana dalam lima tahun terakhir jumlah dana desa yang diterima cenderung meningkat ternyata kemampuan desa dalam meningkatkan capaian PADes masih jauh dari harapan.  Tidak terlalu dini untuk mengatakan gagal tapi selama ini dengan pencapaian PADes yang nihil atau tidak ada sama sekali adalah suatu hal yang tidak bisa dibanggakan sama sekali. Padahal tidak semua Kepala Desa memiliki kompetensi atau SDM yang memadai  dalam merumuskan konsep dan visi suatu desa yang maju. Pemerintah Kecamatan juga terindikasi hanya kehadiran formalitas saja dalam setiap kegiatan musrenbangdes dan cenderung pasif. 
Disisi lain minimnya intensitas program bimbingan teknis bagi pengembangan kompetensi aparatur terkait edukasi dan fasilitasi administrasi dari Pemkab dan Camat juga terindikasi  memberi andil yang cukup signifikan. Hal ini karena terbatasnya ketersediaan pembiayaan atau anggaran operasional pendampingan yang berasal dari APBD Kabupaten. 





BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Konsep Sumber Daya Manusia
Membahas konsep sumber daya khususnya SDM pada dasarnya sama saja membahas tentang manajemen sumber daya aparatur. Manajemen sumber daya aparatur bukanlah suatu pekerjaan yang mudah karena melibatkan dan membutuhkan investasi yang besar dan waktu yang Panjang. Harsono dan Slamet Junaedi (1005:7-8) menyatakan bahwa “manajemen sumber daya aparatur yang selanjutnya disebut manajemen kepegawaian adalah proses merencanakan sumber daya manusia aparatur yang dimulai dengan perencanaan pegawai, penentuan formasi, pengadaan, seleksi, penempatan, pengembangan pegawai, pengembangan karir, pemberian kompensasi, penilaian kinerja dan pemberhentian pegawai”.  
Menurut Mangkunegara (2003:6) perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan, pengembangan, pengimplementasikan dan pengendalian kebutuhan tersebut yang berintegrasi dengan perencanaan organisasi agar tercipta jumlah pegawai, penempatan pegawai yang tepat dan bermanfaat secara ekonomi. Selanjutnya hasibuan (2009:250) mengatakan bahwa perencanaan sumber daya aparatur adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. 
Selanjutnya Andrew E. Sikula dalam Mangkunegara (2003:5) mengemukakan: “human resource of planning has been defined as the process of determining manpower requirtement and the means for meeting those requirement in order to carry out the integrate plans of the organization” yang dapat diartikan bahwa perencanaan sumber daya aparatur atau manusia adalah suatu kegiatan  merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan menyatukan kebutuhan tersebut supaya dapat dilaksanakan dan terintegrasi dengan rencana organisasi.
B. Konsep Implementasi Kebijakan Publik
Diantara beberapa model implementasi kebijakan, ada salah satu yang dikenalkan oleh Donald V. Meter dan Carl V. Horn. Kedua ahli ini menyampaikan bahwa ada 6 dimensi yang saling terkait  dari suatu konsep implementasi kebijakan guna menuju kepada pencapaian tujuan atau performance. Konsep dari kedua orang ini dapat disajikan sebagai berikut :  
C. TINJAUAN NORMATIF TERKAIT (regulasi yang sesuai)

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 77 ayat 2  yang berbunyi “meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta  meningkatkan pendapatan asli desa (PADes)”. Regulasi ini jelas memberikan panduan bahwa kebijakan dana desa di maksudkan untuk bisa membantu mengentaskan kemiskinan atau meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat di desa sekaligus merangsang tumbuhnya daya saing desa lewat usaha-usaha mikro desa dimana semuanya nanti bermuara pada meningkatnya pendapatan asli desa tersebut. 












BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 DESAIN 
Riset ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu konsep meneliti yang dilakukan pada situasi alamiah dalam suatu keutuhan agar sumber data yang didapat secara langsung bersifat naturalistic, tidak manipulative dan terbuka pada apapun yang akan timbul kedepannya. Selanjutnya pula dikatakan bahwa manusia atau peneliti sendiri adalah alat pengumpulan data yang utama. Analisis dari data kualitatif bersifat induktif karena harus mengacu pada temuan di lapangan atau dengan kata lain bahwa analisis data yang dibangun dan dikembangkan nantinya harus muncul dari bawah ke atas (bukan dari atas ke bawah) serta dibangun dengan bukti atau data yang saling berhubungan.
Data penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif yang artinya bahwa data dalam penelitian ini oleh Tim Peneliti dikumpulkan melalui hasil wawancara (kata-kata) yang tertuang dalam transkrip wawancara dan didukung pula oleh catatan lapangan, gambar/foto, video elektronik, literatur/dokumen pendukung terkait serta rekaman/publikasi resmi lainnya.   Data penelitian kualitatif  bukanlah angka-angka atau hasil reduksi data kedalam simbol numerik. Penelitian kualitatif ini juga bersifat subjektif yang artinya bahwa hasil kajian pada satu focus dan lokus yang sama akan bersifat subjektif (khusus) dan tidak bisa di generalisis (umum) ke focus dan lokus lainnya karena penelitian kualitatif lebih mementingkan proses penelitian daripada hasil penelitiannya. 








BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kompetensi aparatur pemerintahan yang khusus tugas dan fungsinya menangani pemerintahan  desa di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat masih sangat rendah dari sisi kualitas maupun kuantitas sumberdaya manusianya. rendahnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di semua desa di 17 kecamatan. Dampak paling signifikan yaitu tergambar dari data capaian PADes semua desa yang hampir tidak ada selama 5 tahun terakhir. 
Secara formil birokrasi Kebijakan Dana Desa di wilayah ini telah berjalan dan dilaksanakan dengan sukses sama seperti kebanyakan daerah lainnya di Indonesia. Namun jika dicermati lebih dalam dengan menggunakan metodologi atau manajemen ilmiah sesuai Konsep Teori Implementasi Kebijakan dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn maka nampak jelas bahwa tidak demikian.
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang mengukur keberhasilan Implementasi Kebijakan Dana Desa selama ini menggunakan pendekatan laporan realisasi dan serapan  anggaran dana desa saja. Ukuran dengan patokan yang sangat pragmatis seperti ini adalah terlalu simple dan dangkal. Ukuran keberhasilan tersebut tanpa disertai target yang jelas bagi tiap desa yang harus mereka capai sesuai potensinya. Karena tidak adanya  target yang jelas sehingga sulit diukur keberhasilannya secara one village to one village sebagaimana esensi dari kebijakan ini yaitu mewujudkan suatu desa yang maju, mandiri dan sejahtera.
Bukannya terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan dana desa di wilayah kabupaten ini gagal secara esensi kebijakan.  Yang terlihat hanya sukses secara formil administratif  khususnya dari aspek laporan realisasi dan serapan anggaran dana desa. Dari data yang ada nyata menunjukkan  bahwa implementasi kebijakan dana desa diwilayah ini ternyata menyimpan banyak masalah teknis dan masih sangat jauh dari konsep desa maju, mandiri dan sejahtera sebagaimana rumusan awal kebijakan ini dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah. 
Padahal ada tantangan besar jika dikaitkan dengan reinventing government dari David Osborne yaitu desa harus dapat, harus bisa dan harus menghasilkan sesuatu sebagai benefit dari adanya kebijakan ini. Jadi tujuan atau esensi kebijakan ini sebenarnya yaitu bahwa pemerintah desa melalui Bumdes harus bisa memberikan kontribusi berupa Pendapatan Asli Desa (PADes) setiap tahun, inilah yang dimaksud sebagai target yang jelas.
Capaian PADes sebagai salah satu indikator utama desa itu maju, mandiri dan sejahtera perbandingannya tiap tahun hampir tidak ada atau tidak mencapai 1 persen dari jumlah dana desa yang mereka terima. Seandainya PADes mereka bisa mencapai atau mendekati 10 persen saja tiap tahun itu kategorinya sudah baik bagi desa dan kinerja perangkat desa bisa terlihat dari aspek itu salah satunya. 
Namun dengan perbandingan yang dibawah 1 persen antara realisasi capaian PADes dengan jumlah dana desa yang diterima sangat timpang jauh padahal semua perangkat desa sudah menerima upah gaji atau tunjangan yang cukup besar tiap bulan. Konsekuensi dari adanya tunjangan bagi perangkat desa yang sudah sangat mencukupi tersebut seharusnya dibarengi dengan kontribusi kinerja yang seimbang pula. 
Tapi kenyataanya semua data dari tiap desa/kecamatan menunjukkan bahwa kemampuan perangkat desa dalam menghasilkan dan mengolah dana desa melalui optimalisasi potensi dan pengelolaan kekayaan dan asset desa yang dibiayai oleh dana desa di unit-unit usaha Bumdes  hampir tidak ada kontribusi sama sekali. Sangat miris memang melihat realita ini, kinerja perangkat desa sangat rendah tapi menerima tunjangan yang sangat mencukupi untuk tugasnya.
Mereka cenderung lebih mengejar program pembangunan fisik atau infrastruktur di desa (terindikasi mengejar fee pribadi dari setiap program fisik) sedangkan PADes bukanlah prioritas karena mereka selalu yakin berasumsi bahwa setiap tahun pasti mendapat jatah kucuran dana desa dari pemerintah. Pemerintah desa lebih mengejar laporan realisasi dan serapan anggaran dana desa melalui program-program fisik dan infrastruktur ketimbang  optimalisasi potensi dan pengelolaan aset desa melalui bumdes untuk PADes. 
Disisi lain juga terindikasi bahwa jika ada sumber pendapatan lain dalam struktur APBDes terutama PADes maka setiap Kepala Desa harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut di saat Laporan Pertanggung Jawaban Tahunan di depan BPD dan masyarakat desa. Hal pemanfaatan dan pertanggung jawaban dana PADes ini cenderung merepotkan dan bisa menjerat sang Kepala Desa apabila tidak sesuai dan semestinya secara teknis dan administratif. 
Banyak Kepala Desa apalagi yang sudah menjabat lama dan sudah sangat paham (mahir) dalam administrasi keuangan desa cenderung tidak memasukkan dana pendapatan dari sektor PADes ini  kedalam struktur APBDes mereka melainkan masuk ke kantong pribadi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuknya. Hal ini dilakukan karena Kepala Desa hanya memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan semua pemasukan dan pemanfaatan keuangan desa yang tercantum dalam APBDes sedangkan dana-dana lain diluar APBDes itu tidak perlu dan tidak wajib dipertanggungjawabkan olehnya, itu kesimpulan dari sisi internal pemerintah desa.
Dari sisi eksternal, kemampuan mengedukasi dan memfasilitasi dari pemerintah supra desa terkait esensi kebijakan dana desa dijumpai sangat  lemah. Keadaan ini mengakibatkan para aparatur pemerintah desa kurang memahami apa yang menjadi core business (bisnis inti) setiap desa dalam membangun desanya. Bisnis inti dari setiap pemerintah desa harus berasal dari sumber-sumber daya alam yang nyata ada di desa tersebut. Karena minim edukasi hal prinsip  ini tidak tercantum dari semua visi kepala desa. 
Visi Kepala Desa tidak lebih dari sebuah slogan karena tidak mencerminkan target yang jelas sesuai urusan pemerintahan yang ada diwilayahnya yang harus dicapai. Perencanaan pembangunan desa harus menjadikan visi kepala desa yang berlandaskan potensi wilayah tersebut sebagai fundamen utama perencanaan pembangunan desa yang sumber dananya berasal dari kebijakan dana desa. Akibat dari ketidakpahaman pemerintah desa terhadap esensi kebijakan ini mengakibatkan sampai saat ini Implementasi Kebijakan Dana Desa cenderung gagal secara asensi kebijakan walau secara teknis formil dan administratif keuangan sukses dengan adanya laporan realisasi dan serapan anggaran. 
Pernyataan kegagalan implementasi kebijakan dana desa di Kabupaten Bengkayang ini sekali lagi hanya dilihat dari aspek atau tolak ukur capaian PADes mereka bukan dari aspek yang lain seperti aspek  Tenaga Kerja, Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Ketahanan Pangan, kebencanaan, dsb. Mengapa demikian karena Tim Peneliti melihat bahwa sektor PADes merupakan tugas utama yang sangat terkait dengan kinerja aparatur dalam mengelola keuangan desa. Sedangkan sektor-sektor lainnya itu walaupun penting namun berada dibawah kendali dinas-dinas terkait yang bukan core bisnis dan kewenangan pemerintahan desa. 

Setelah memperhatikan dan menganalisis semua data, maka perlu menetapkan point-point kesimpulan penting sebagai hasil yang mengacu pada 6 dimensi konsep implementasi kebijakan dari Donald V. Meter dan Carl V. Horn sebagai berikut :
a. STANDARD DAN TUJUAN, 
Kemampuan dari aparatur pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam mengedukasi kebijakan dana desa kepada pemerintah desa dan masyarakat tidak berjalan baik karena terlalu beragamnya regulasi termasuk jumlah aplikasi yang banyak dan sangat beragam sehingga cenderung lambat dipahami dan menimbulkan multitafsir diantara pelaksana kebijakan. 
0. SUMBER DAYA.
Sumber daya yang dimiliki oleh institusi supra desa dan sumber daya di desa sebagai modal jalannya implementasi kebijakan sangat terbatas dan tidak ideal. Hal ini tunjukkan oleh adanya  kesenjangan atau masalah  pada aspek  kekuatan personil, aspek ketersediaan peralatan dan aspek dukungan pembiayaan. 
0. KOMUNIKASI.
Komunikasi yang dibangun oleh semua stake holder dana desa tidak sampai pada muatan esensi kebijakan sehingga para pelaksana kebijakan lebih mengejar program fisik semata dalam program pembangunan berbasis dana desa. Dimensi ini tidak mampu dijabarkan lebih mendalam oleh pemerintah supra desa bahwa esensinya adalah bahwa desa harus dapat, harus bisa dan harus menghasilkan sesuatu menuju desa maju, mandiri dan sejahtera yang salah satu indikatornya adalah meningkatnya PADes.
d. SIKAP PELAKSANA KEBIJAKAN.
Disposisi Pelaksana ini dalam implementasi kebijakan dana desa tidak berjalan atau cenderung tidak maksimal. Hal ini dikarenakan perbedaan sudut pandang dari banyak kepala desa. Perbedaan sudut pandang dalam merespon esensi kebijakan ini sangat dilatarbelakangi oleh kemampuan sumber daya manusia mereka. Sumber daya manusia khususnya factor pendidikan nyata berkontribusi besar terhadap sikap pelaksana dari para kepala desa dalam merumuskan dan menjalankan program pembangunan berbasis dana desa.
e.KARAKTERISTIK PELAKSANA.
Terkait dimensi ini, walaupun secara umum tidak ada kendala namun tetap juga dijumpai persoalan-persoalan egosektoral antar lembaga di desa maupun antar perangkat desa. Masalah egosektoral ini cenderung juga menghambat proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis dana desa.

F. SITUASI LINGKUNGAN SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK.
Dimensi situasi lingkungan ekonomi, social dan politik dari pemerintah desa dan masyarakat menunjukkan beberapa dari mereka sampai berurusan dengan pihak berwajib dan sampai saat ini sementara dalam penyelidikan kepolisian dan instansi pengawasan pemerintah daerah.  Realita ini menunjukkan bahwa walaupun sudah sekian tahun kebijakan dana desa ini berjalan tetap masih rentan dengan penyimpangan keuangan.

Dengan mengacu pada kesimpulan maka dapat dikemukakan beberapa rekomendasi kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang  yaitu perlu dibuat suatu konsep  perencanaan pembangunan desa yang tepat dan lebih sesuai dengan potensi tiap desa dan yang paling penting perlu secara rutin dan berkesinambungan minimal 6 bulan sekali diadakan bimtek penguatan kapasitas bagi aparatur desa dan aparatur kecamatan tentang manajemen pemerintahan desa dalam pengelolaan kekayaan, potensi dan asset desa. 
Program bimtek dimaksud narasumbernya perlu melibatkan kalangan akademisi pemerintahan berkolaborasi tentunya dengan birokrat supaya ada sudut pandang dan referensi berbeda dalam melihat dan menganalisis persoalan berpemerintahan guna perbaikan kualitas pelayanan bagi public atau masyarakat di desa. Direkomendasikan untuk meneliti terkait peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola aset desa atau bagaimana mekanisme perencanaan pembangunan desa berbasis masyarakat. 
Direkomendasikan untuk melakukan pengabdian masyarakat berbasis program studi dalam hal ini Prodi MSDM-SP melalui penerapan dan pemberian edukasi kepada aparatur kecamatan dan aparatur desa tentang hasil studi ini. Hasil studi ini berbasis riset yang mendalam dan kuat sehingga perlu dikemas secara baik  dengan melibatkan para akademisi yang mampu dan memahami hasil riset ini. 
Tema Program Pengabdian Masyarakat nanti dapat berupa Workshop atau Bimtek aparatur desa per kecamatan atau sekaligus seluruh aparatur kecamatan / desa dalam satu kabupaten dengan tema yang berbunyi “Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa”. Lokasi kegiatannya bisa diupayakan pada level Kabupaten atau kecamatan dengan menghadirkan ASN Dinas Pemdes, ASN Bappelitbang, ASN BKD, ASN kantor camat dan pemerintah desa.


